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Mengingat

TAHUN 2026

WALI KOTA BATAM,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal
367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan
Wali Kota Batam tentang Perubahan Rencana Kerja
Perangkat Daerah Tahun 2026;

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten
Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008
tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor
53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan
Hilir, Kabupaten  Siak, Kabupaten  Karimun,
Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan
Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

3. Undang-Undang. . .
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi  Pemerintahan  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-
2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6987);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

9. Peraturan. . .
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6
Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 6);

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3
Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran
Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor
3);

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun
2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Lembaran Daerah Kota Batam Thaun 2019
Nomor 7);
16. Peraturan...
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16. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2024

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kota Batam Tahun 2025-2045 (Lembaran
Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 6);

17. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2025

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029 (Lembaran
Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 4);

18. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 33 Tahun 2026

tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kota Batam Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Batam
Nomor 1722);

MEMUTUSKAN:

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026.

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026
merupakan penjabaran Rencana Strategis Perangkat
Daerah Tahun 2025 - 2029, Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2026, kondisi lingkungan
strategis Daerah dan hasil evaluasi Rencana Kerja
Perangkat Daerah Triwulan II tahun berjalan.

Perubahan  Rencana  Kerja  Perangkat  Daerah
sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU disusun
dengan sistematika sebagai berikut:

a. BABI PENDAHULUAN

b. BABII EVALUASI RENJA PERANGKAT
DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN
II TAHUN BERJALAN

c. BABIII RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH
d. BABIV PENUTUP

Penjabaran Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA
sebagaimana tercantum dalam Lampiran [ sampai
dengan Lampiran XLV Surat Keputusan ini.

Perubahan  Rencana  Kerja  Perangkat  Daerah
sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA menjadi:

a. acuan penyusunan Perubahan RKA-Perangkat
Daerah;

b. landasan...
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landasan penyusunan Perubahan KUA dan
Perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun 2026; dan

bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah untuk memastikan Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah
disusun berlandaskan Perubahan RKPD.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Kota Batam.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 2L Agustus 2026

WALI KOTA BATAM,




KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang
Maha Kuasa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya maka
Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Dinas Perhubungan
Kota Batam dapat terselesaikan.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Dinas
Perhubungan Kota Batam memuat rumusan pelaksanaan program
dan kegiatan Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun Anggaran 2026
yang mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota
Batam.

Dalam mendorong efektivitas pemerintahan dan
pembangunan saat ini, kondisi serius yang perlu dipertimbangkan
dalam setiap pengambilan keputusan adalah kecenderungan
lingkungan yang berlangsung pesat dan terus berubah sesuai
dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Perkembangan
lingkungan strategis tersebut akan mempengaruhi perubahan ilmu
pengetahuan dan teknologi serta kebijakan dalam pengambilan
keputusan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah
ditetapkan. Untuk mengantisipasi perkembangan tersebut, maka
setiap organisasi akan dituntut terus melakukan adaptasi dan
inovasi, agar tetap memiliki peran dalam lingkungan yang senantiasa
berubah tersebut, sehingga pencapaian target dan sasaran
pembangunan dapat terwujud melalui penyempurnaan kebijakan,
program dan kegiatan.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak
yang telah membantu dan terlibat dalam penyusunan Rancangan
Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2026
semoga bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Batam, 18 Agustus 2026
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perubahan Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan
yang disusun untuk penyesuaian perencanaan tahunan akibat adanya
pergeseran, penambahan, atau pengurangan anggaran. Perubahan
Renja Tahun 2026 memuat perubahan pagu anggaran serta
perubahan indikator kinerja program, kegiatan dan subkegiatan, dan
menjadi bahan acuan bagi penyusunan Perubahan Rencana Kerja
Anggaran (RKA) Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun Anggaran
2026.

Penyusunan dokumen ini berpedoman pada Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Berdasarkan Pasal
343 ayat (1) peraturan tersebut, Perubahan RKPD dan Renja
Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila hasil evaluasi pelaksanaan
pada tahun berjalan menunjukkan ketidaksesuaian dengan
perkembangan keadaan, yaitu:

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas
pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan
keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD
berkenaan; dan/atau

b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun
anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Selanjutnya, pasal Pasal 351 dan 352 mengatur bahwa setelah
Rancangan Perubahan RKPD memperoleh persetujuan Kepala
Daerah, Kepala Daerah menerbitkan surat edaran tentang pedoman
penyusunan Perubahan Rrenja Perangkat Daerah. Setiap Kepala
Perangkat Daerah kemudian menyempurnakan Rancangan
Perubahan Renja dengan berpedoman pada surat edaran dan
Rancangan Perubahan RKPD.

Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah
berpedoman pada:

a. Rancangan Perubahan RKPD;
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b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
Provinsi, kabupaten/kota sampai dengan Triwulan II Tahun

berkenaan.

Penyusunannya terdiri atas perumusan dan penyajian
Rancangan Perubahan Renja, di mana perumusan mencakup analisis
gambaran pelayanan Perangkat Daerah, analisis hasil pengendalian
pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II, dan penentuan isu
penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
Rancangan Perubahan Renja disajikan dengan sistematika sebagai
berikut:

a. pendahuluan;

b. evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan;

c. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah;

d. penutup.
Berdasarkan Surat Edaran Walikota Nomor 2 Tahun 2026

tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat
Daerah Tahun 2026 maka Dinas Perhubungan Kota Batam menyusun
Perubahan Rencana Kerja yang berpedoman kepada perubahan RKPD
Tahun 2026 setelah melakukan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat

Daerah sampai dengan Mei 2026.

1.2. LANDASAN HUKUM
Landasan hukum yang menjadi dasar penyusunan Renja Dinas
Perhubungan Kota Batam adalah :

1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir
dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
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3)

4)

S)

6)

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74
Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
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7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara RepublikiIndonesia
Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-
2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 10);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2014
tentang Rambu Lalu Lintas;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2014
tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015
tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
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17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang  Klasifikasi, @ Kodefikasi, Dan  Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang
Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Dan
Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2023;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317
Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil

5 I Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Batam 2026



25)

26)

27)

28)

29)

30)

31)

32)

Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun
2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2045
(Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024
Nomor 6);

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun
2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2045
(Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 69);
Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2021-2041
(Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 119);
Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2024 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam
Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota batam Tahun
2024 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota
Batam Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Batam
Tahun 2025 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 tahun 2021 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2021-2041
(Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 119);
Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota
Batam Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Batam
Tahun 2025 Nomor 4 Noreg Peraturan Daerah Kota Batam
Provinsi Kepulauan Riau:4,18/2025);

Peraturan Walikota Batam Nomor 73 Tahun 2025 tentang

Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Perhubungan
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Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2024
Nomor 1643);

33) Peraturan Walikota Batam Nomor 33 Tahun 2026 tentang
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota
Batam Tahun 2026;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas
Perhubungan Kota Batam Tahun 2026 adalah menyediakan dokumen
perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu satu tahun,
sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota
Batam Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas
Perhubungan Kota Batam Tahun 2026 yaitu:

1. melakukan penyesuaian terhadap proiritas pembangunan
daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah dalam
mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah;

2. menjadi pedoman dan arah dalam penyusunan perubahan
anggaran Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2026 dan
sebagai dasar penentuan Perubahan Kebijakan Umum
Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara

(PPAS), serta Perubahan RKA Tahun Anggaran 2026;

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Batam
Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut: Bab I
Pendahuluan (latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan,
serta sistematika penulisan); Bab II Evaluasi Rencana Kerja Dinas
Perhubungan sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 (hasil evaluasi
pelaksanaan Renja, analisis kinerja pelayanan, serta isu-isu penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi); Bab III Rencana Kerja dan
Pendanaan; dan Bab IV Penutup (catatan penting, kaidah-kaidah

pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut).
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BAB 11
EVALUASI RENCANA KERJA
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2026

2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan sampai
dengan Triwulan II Tahun 2026

Evaluasi bertujuan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan
pelayanan perangkat berdasarkan pelaksanaan kinerja terhadap
Renja tahun berjalan, selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target
Renstra Perangkat Daerah. Realisasi terhadap Renstra mengacu pada
laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD.
Rekapitulasi realisasi program dan kegiatan sampai dengan Triwulan

IT Tahun 2026 disajikan pada Tabel II.1.

Tabel II.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja
Dinas Perhubungan Tahun 2026 s/d Triwulan II

Target Kinerja Realisasi Capaian Tingkat
Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Capalan program/| ProgranV Kegiatan/
Kode Daersh dan Program / Kegiatan / S (J“w);w;: (' °c'° 8T | Kegiatar/Sub |  Sub Kegiatan RC::'.::I
Keglatan Kegiatan 8.d Triwulan Il Target (%)
(Renja 2026) |(s.d Juni Tahun 2026)

DINAS PERHUBUNGAN
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2 (15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
2 [16[01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Niial SAKIP Dinas Perhubungan 73,53 72,81 99%
:i;ﬁPATEANHnt:;AE |Indeks Pelayanan Kesekretariatan 90,45 90,60 100%
Dinas Perhubungan
2 15 [ 01 (02.01. KEGIATAN Perencanaan, Persentase dokumen perencanaan, 100% 40% 40%
Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja |penganggaran, dan evaluasi yang
Perangkat Daerah tersusun sesuai dengan tahapan
2 15 [ 01 [02.01. [0001 |SUB KEGIATAN Penyusunan Jumiah Dokumen Perencanaan 2 Dokumen 0 0%
Dokumen Perencanaan Perangkat ~ [Perangkat Daerah yang disusun
Daerah pada tahun berjalan
2 15 [ 01 [02.01. [0002 | SUB KEGIATAN Evaluasi Kinerja Jumiah Laporan Evaluasi Kinerja 3 Dokumen 2 Dokumen 33%
Perangkat Daerah Perangkat Daerah yang disusun
pada tahun berjalan
2 15 | 01 [2.02 KEGIATAN Administrasi Keuangan  |Persentase pegawai yang 100% 100% 100%
Perangkat Daerah menerima layanan administrasi
keuangan
2 15 [ 01 |2.02 [0001|SUB KEGIATAN Penyediaan Gaji dan | Jumlah Orang yang Menerima Gaji | 210 Orang/bulan 210 Orang/bulan 100%
Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN
2 15 [ 01 [2.02 [0002|SUB KEGIATAN Penyediaan Jumiah Dokumen Hasil Penyediaan 16 Dokumen 16 Dokumen 100%
Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Administrasi Pelaksanaan Tugas
ASN
2 15 | 01 [2.05 KEGIATAN Administrasi kepegawaian|Persentase ASN yang ditingkatkan 100% 0% 0%
Perangkat komp i
2 15 | 01 [2.05 [0009|SUB KEGIATAN Pendidikan dan Jumiah Pegawai Berdasarkan 5 Orang 0 0%
Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti
Tugas dan Fungsi Pendidikan dan Pelatihan
2 15 [ 01 |2.06 KEGIATAN Administrasi Umum Persentase Pemenuhan Pelayanan 100 % 18% 18%
Perangkat Daerah Umum Perkantoran
2 15 [ 01 |2.06 [0001|SUB KEGIATAN Penyediaan Jumiah Paket Komponen Instalasi 2 Paket 1 Paket 0%
Komponen Instalasi Listrik/ Listrik/Penerangan Bangunan
Penerangan Bangunan Kantor Kantor yang Disediakan
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Target Kinerja | Realisasi Capaian Tingkat
Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Kinerja Capalan progr Program/ Keglatan/ Capalan
Kode Daerah dan Program / Keglatan / Suby © VKegiatan ( 9 Keglatan/ Sub Sub Keglatan Reallsas!
Keglatan put) Kegiatan s.d Triwulan Il Target (%)
(Renja 2026) |(s.d Juni Tahun 2026)
2 [ 15 [ 01 [2.06 ([0002|SUBKEGIATAN Penyediaan Jumilah Paket Peralatan dan 4 Paket 4 Paket 0%
Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Perlengkapan Kantor yang
2 15 [ 01 |2.06 [0004 |SUB KEGIATAN Penyediaan Bahan |Jumiah Paket Bahan Logistik Kantor 1 Paket 0 0%
Logistik Kantor yang Disediakan
2 [ 15 [ 01 |2.06 [0005|SUBKEGIATAN Penyediaan Barang |Jumiah Paket Barang Cetakan dan 2 Paket 0 0%
Cetakan dan Penggandaan Penggandaan yang Disediakan
2 15 [ 01 |2.06 009 | SUB KEGIATAN Penyelenggaraan  |Jumlah Laporan Penyelenggaraan 30 Laporan 7 laporan 23%
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD SKPD
2 [ 15 [ 01 |207 KEGIATAN Pengadaan Barang Miik |Persentase realisasi 100 % 81% 81%
Daerah Penunjang Urusan pengadaan barang
Pemerintah Daerah milik daerah sesuai
rencana kebutuhan
3 | 16 | 02 [2.08 [0005|SUBKEGIATAN Pengadaan Mebel |Jumiah Paket Mebel yang 2 Paket 2 paket 0%
Disediakan
2 15 | 01 |2.07 |0006|SUB KEGIATAN Pengadaan Jumiah Unit Peralatan dan Mesin 7 Unit 6 Unit 0%
Peralatan dan Mesin Lainnya Lainnya yang Disediakan
2 |15 | 01 |2.08 KEGIATAN Penyediaan Jasa persentase kebutuhan jasa 100% 50% 50%
Penunjang Urusan Pemerintahan penunjang urusan pemerintahan
Daerah daerah yang terpenuhi
2 15 | 01 |2.08 |0002|SUB KEGIATAN Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 5 Laporan 5 Laporan 100%
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik Listrik yang Disediakan
2 15 | 01 |2.08 |0004|SUB KEGIATAN Penyediaan Jasa Jumiah Laporan Penyediaan Jasa 13 Laporan 7 laporan 31%
Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor yang
Disediakan
2 15 | 01 |2.09 KEGIATAN Pemeiiharaan Barang Persentase Barang Milik Daerah 100 % 50% 50%
Milik Daerah Penunjang Urusan yang dipelihara dan berfungsi
Pemerintahan Daerah dengan bak
2 15 | 01 |2.09 |0001|SUB KEGIATAN Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Perorangan 1 Unit 1 Unit 100%
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, |Dinas atau Kendaraan Dinas
dan Pajak Kendaraan Perorangan Jabatan yang Dipelihara dan
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |dibayarkan Pajaknya
2 15 | 01 |2.09 |0002|SUB KEGIATAN Penyediaan Jasa Jumiah Kendaraan Dinas 22 Unit 22 unit 100%
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, |Operasional atau Lapangan yang
Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas | Dipelihara dan dibayarkan Pajak
Operasional atau Lapangan dan Perizinannya
2 15 | 01 |2.09 |0006|SUB KEGIATAN Pemeliharaan Jumiah Peralatan dan Mesin 145 Unit 145 Unit 0%
Peralatan dan Mesin Lainnya Lainnya yang Dipelihara
SUB KEGIATAN : Jumiah Gedung Kantor dan 1 Unit 0 0%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Bangunan Lainnya yang Dipelihara/
Kantor dan Bangunan Lainnya Direhabilitasi
2 (15| 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN |Persentase peningkatan sarana 71% 85% 92%
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN dan prarasana perhubungan yang
JALAN (LLAJ) tersedia
Persentase angkutan barang dan 53% 23% 43%
angkutan penumpang umum yang
wajib uji laik jalan dan lulus uji KIR|
2 |15 | 02 |2.02 KEGIATAN Penyediaan Persentase Perlengkapan Jalan 100 % 12% 12%
Perlengkapan Jalan di Jalan yang dibangun setiap tahunnya
Kabupaten/Kota
2 | 15 | 02 |2.02 (0001 |SUB KEGIATAN Pembangunan Jumiah Prasarana Jalan di Jalan 6 Unit 0 0%
Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun
Kabupaten/Kota
2 15 | 02 |2.02 |0002|SUB KEGIATAN Penyediaan Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan 309 Unit 0 0%
Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia
Kabupaten/Kota
2 15 | 02 |2.02 |0003|SUB KEGIATAN Rehabiitasi dan Jumlah Prasarana Jalan yang 6 Unit 0 0%
Pemeliharaan Prasarana Jalan Terehabilitasi dan Terpelihara
2 15 | 02 |2.02 |0004|SUB KEGIATAN Rehabiitasi dan Jumlah Perlengkapan Jalan yang 4 Unit 0 0%
Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Terehabilitasi dan Terpelihara
2 15 | 02 [2.05 KEGIATAN Pengujian Berkala Persentase Pelaksanaan Kegiatan 100% 0% 0%
Kendaraan Bermotor PKB
2 15 | 02 |2.05 |0001|SUB KEGIATAN Penyediaan Sarana |Jumlah Sarana dan Prasarana 1 Unit 0 0%
dan Prasarana Pengujian Berkala Pengujian Berkala Kendaraan
Kendaraan Bermotor Bermotor yang Tersedia
2 15 | 02 |2.05 |0004|SUB KEGIATAN Penyediaan Bukti Jumiah Dokumen Bukti Lulus Uji 5.000 0 0%
Lulus Uji Pengujian Berkala Pengujian Berkala Kendaraan Dokumen
Kendaraan Bermotor Bermotor
2 | 15 | 02 [2.05 [0007|SUB KEGIATAN Pemeliharaan Jumiah Sarana dan Prasarana 3 Unit 0 0%
Sarana dan Prasarana Pengujian Pengujian Berkala Kendaraan
Berkala Kendaraan Bermotor Bermotor yang Terpelihara
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Target Kinerja | Reallsasi Capaian n
Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Capalan program/| Program/ Kegiatan/ 9
Kode Daerah dan Program / Kegiatan / Subl o""""""):'""’" TOgram | ogiatan/Sub |  Sub Kegiatan °"‘"'.:
Kegiatan ( 9 {Ouu Kegiatan 8.d Triwulan Il T %)
(Renja 2026) |(s.d Juni Tahun 2026) 9
2 15 [ 02 |2.06 KEGIATAN Pelaksanaan Manajemen |Persentase terlaksananya 100% 12% 61%
dan Rekayasa Lalu Lintas untuk pengadaan, pemasangan,
Jaringan Jalan Kabupaten/Kota perbaikan dan pemeiiharaan
perlengkapan jalan dan
pembangunan ZOSS dalam 1 tahun
2 15 [ 02 |2.06 [0013|SUB KEGIATAN Pembangunan Zona |Jumlah Terbangunnya Zona 1 Unit 0 0%
Selamat Sekolah (ZOSS) Selamat Sekotah (ZOSS)
2 [ 15 [ 02 |2.06 ([0016|SUBKEGIATAN Pengadaan dan Jumiah Perlengkapan Jalan dalam 35 Unit 0 0%
Pemasangan Perlengkapan Jalan Rangka Manajemen dan Rekayasa
dalam rangka Manajemen dan Lalu Lintas yang dilaksanakan
Rekayasa Lalu Lintas pengadaan dan Pemasangan
2 15 | 02 |2.08 KEGIATAN Audit dan Inspeksi Persentase Pelaksanaan Operasi 100 % 6% 3%
Keselamatan LLAJ di Jalan Terpadu Pengamanan Penertiban
Lalu Lintas
2 15 | 02 |2.08 |0004|SUB KEGIATAN Pelaksanaan Jumiah Laporan Inspeksi, Audit dan 32 Laporan 3 Laporan 9%
Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemantauan Pemenuhan
Pemenuhan Persyaratan Persyaratan Penyelenggaraan
Penyelenggaraan Kompet K 1si Pe di Kendaraan
Pengemudi Kendaraan Bermotor Bermotor Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
2 |15 |03 PROGRAM PENGELOLAAN P S dan P 73% 69% 95%
PELAYARAN Perhubungan Laut yang tersedia
2 15 | 03 [2.12 KEGIATAN Pembangunan, Jumiah Dermaga yang dibangun 4 Unit 0 0%
Penerbitan Izin Pembangunan dan dan dipelihara pada tahun berjalan
Pengoperasian Pelabuhan
Pengumpan Lokal
2 15 | 03 |2.12 |0001|SUB KEGIATAN : Pembangunan Jumiah pelabuhan pengumpan lokal 1 Unit 0 0%%
Pelabuhan Pengumpan Lokal yang dibangun
2 15 | 03 |2.12 |0003|SUB KEGIATAN Pengoperasian dan |Jumiah Pelabuhan Pengumpan 3 Unit 0 0%
Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan |Lokal yang Beroperasi dan
Lokal Terpelihara
UPTD TRANSPORTASI
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGA
PELAYANAN DASAR
2 |15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
2 (16| 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN | Nilai SAKIP Dinas Perhubungan 73,53 72,81 99%
MMM DTN s s | o5 | o | o
Dinas Perhubungan
2 |15 | 01 |2.10 KEGIATAN Peningkatan Pelayanan |persentase pelayanan BLUD 100 % 43% 43%
BLUD
2 15 | 01 |2.10 |0001|SUB KEGIATAN Pelayanan dan Jumiah BLUD yang Menyediakan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 100%
Penunjang Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang
Pelayanan
2 |15 | 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN |Persentase peningkatan jumlah 12% 8,6% 72%
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN penumpang transportasi darat yang
JALAN (LLAJ) dilayani oleh Dinas Perhubungan
(Trans Batam)
2 |15 | 02 |2.08 KEGIATAN Penyediaan Angkutan Persentase tingkat pelayanan 42% 42% 71%
Umum untuk Jasa Angkutan Orang |Operasional Bus Trans Batam
dan/atau Barang Antar Kota dalam 1
(Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2 | 15 | 02 [2.09 [0003|SUB KEGIATAN Penyediaan Jumiah Armada Angkutan Umum 69 Unit 69 Unit 72%
Angkutan Umum untuk Jasa untuk Jasa Angkutan Orang
Angkutan Orang dan/atau Barang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1
Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota yang Tersedia
2 |15 |03 PROGRAM PENGELOLAAN Persentase peningkatan jumiah 24% 0% 0%
PELAYARAN penumpang Transportasi Laut yang
dilayani oleh Dinas Perhubungan
2 15 | 03 |2.07 KEGIATAN Penetapan Lintas Jumiah Unit Transportasi Laut yang 9 Unit 8 Unit 89%
Penyeb gan dan Persetujuan beroperasi
Pengoperasian untuk Kapal yang
Melayani Penyeberangan dalam
Daerah Kabupaten/Kota
2 15 | 03 |2.07 |0004 |SUB KEGIATAN Pengendalian dan  |Jumiah laporan pengendalian dan 8 Laporan 8 Laporan 100%
Pengawasan Jaringan Trayek pengawasan Jaringan Trayek
Sungai, Danau dan Penyeberangan |Sungai, Danau dan Penyeberangan
dan Persetujuan Pengoperasian dan jumiah laporan pengendalian
untuk Angkutan Sungai, Danau dan  |dan pengawasan izin persetujuan
Penyeberangan dalam Daerah Pengoperasian untuk Angkutan
Kabupaten/Kota Sungai, Danau dan Penyeberangan
dalam Daerah Kabupaten/Kota

10 I Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Batam 2026




Target Kinerja | Realisasi Capalan T
Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Capalan program/| Program/ Kegiatan/
Indikator Kinerja Program Capaian
Kode Daerah dan Program / Kegiatan / Si (o ),K:;:m(: Kegiatan/ Sub Sub Kegiatan Realisasi
Kegiatan Kegiatan s.d Triwulan Il T (%)
(Renja 2026) |(s.d Juni Tahun 2026)
UPTD PELAYANAN PARKIR
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2 [15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
2 [16 [ 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN |Pi Peningkatan F 5% 0% 0%
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum|
JALAN (LLAJ)
2 [15 [ 02 |204 KEGIATAN Penerbitan Izin Jumiah Penambahan Satuan Ruang 1204 SRP 8083 SRP 100%
Penyelenggaraan dan Pembangunan |Parkir (SRB) Baru
Fasiltas Parkir
2 15 [ 02 [2.04 [0002|SUB KEGIATAN Koordinasi dan Jumiah Laporan Koordinasi dan 12 Laporan 6 Laporan 25%
Sinkronisasi Pengawasan Sinkronisasi Pengawasan
Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan |Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan
dan Pembangunan Fasilitas Parkir dan Terbangunnya Fasilitas Parkir
Kewenangan Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota

Secara umum, tingkat penyerapan anggaran sampai dengan
Triwulan II Tahun 2026 masih didominasi oleh belanja operasional
rutin dan kegiatan yang bersifat berkelanjutan. Sementara itu,
realisasi belanja untuk kegiatan pengadaan dan pembangunan fisik
pada periode ini baru memasuki tahap pelaksanaan konsultan
perencana, sehingga capaian fisiknya diperkirakan akan meningkat

signifikan pada triwulan-triwulan berikutnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Batam

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Batam

dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut ini:

Tabel I1.2. Pencapaian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2026 s.d
Triwulan II

TARGET KINERJA REALISASI /PROTEKSI

INDIKATOR CAPAIAN RENSTRA KINERJA CAPAIAN
RENSTRATWII | CATATAN
NO SASARAN TAHUN 2026 TAHUN 2026 ANALISIS
DINAS PERHUBUNGAN
SATUAN | VOLUME |SATUAN| VOLUME
2 3 4 5 6 7
1 |Rasio Konektivitas Darat Nilai 0,909 Nilai 0,900
2 |Rasio Konektivitas Laut Nilai 0,667 Nilai 0,667
3 |lindeks Kepuasan Masyarakat terhadap Nilai 90,45 Nilai 89,54

kualitas pelayanan Dinas Perhubungan
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Berdasarkan tiga indikator kinerja sasaran yang diukur sampai
dengan Triwulan II Tahun 2026 (Tabel II.2), capaian kinerja Dinas

Perhubungan Kota Batam dapat disampaikan sebagai berikut:

« Rasio konektivitas darat tercapai sebesar 0,900 dari target 0,909,
atau 99,01% dari target. Capaian ini menunjukkan konektivitas
jaringan transportasi darat telah berjalan dengan baik dan hampir
mencapai target. Selisih sebesar 0,009 perlu dioptimalkan melalui
peningkatan keterhubungan jaringan angkutan, penguatan
pelayanan pada wilayah yang belum terlayani secara optimal, serta

peningkatan efektivitas manajemen dan rekayasa lalu lintas.

o Rasio konektivitas Laut tercapai sebesar 0,667, sama dengan target
0,667 artinya target telah tercapai 100%. Kondisi ini perlu
dipertahankan melalui pemeliharaan dan peningkatan kualitas
sarana angkutan umum, pengawasan kelayakan kendaraan, serta

peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

o Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kualitas pelayanan Dinas
Perhubungan tercapai sebesar 89,54% dari target 90,45%, atau
sekitar 98,99% dari target. Masih terdapat selisih 0,91 poin,
sehingga diperlukan peningkatan kualitas pelayanan publik secara
berkelanjutan, khususnya pada aspek-aspek yang paling
memengaruhi persepsi dan kepuasan masyarakat terhadap layanan

perhubungan.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas

Perhubungan Kota Batam

Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja, selain
berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota
Batam, juga berlandaskan pada pemetaan kondisi lingkungan serta
isu-isu strategis yang terus berkembang. Isu-isu yang memiliki nilai
strategis pembangunan patut dijadikan acuan dan perhatian utama
dalam penyusunan rencana program dan kegiatan pembangunan.
Berdasarkan analisis gambaran pelayanan, kajian hasil evaluasi
pelaksanaan, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra,
dirumuskan isu-isu penting sebagaimana disajikan pada Tabel II.3,

yang mencakup permasalahan di bidang lalu lintas, prasarana
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perhubungan darat, pengujian kendaraan, prasarana perhubungan
laut, pelayanan Trans Batam, dan pelayanan parkir.Isu-isu penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Dinas Perhubungan Kota

Batam dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel I1.3. Isu-isu Penting Terhadap Pelaksanaan Tugas dan

Fungsi Dinas Perhubungan Kota Batam

NO

ASPEK

PERMASALAHAN

ISU STRATEGIS

Permasalahan di Bidang
Lalu Lintas

Belum optimalnya pembangunan ATCS di
seluruh persimpangan dikota Batam

Belum terlaksananya peningkatan ATCS
(Area Traffic Control System) menuju ke ITS
(Intelegent Traffic System)

Belum optimalnya pembangunan
Command Center untuk menggabungkan
seluruh jaringan utilitas milik Pemerintah
Kota Batam guna mempermudah
penggorganisasian dan manajemen
pengaduan dan pelaporan masyarakat

Rendahnya kesadaran
masyarakat akan pentingnya
mematuhi peraturan lalu lintas

Permasalahan di bidang
Prasarana Perhubungan
Darat

Pelaksanaan peningkatan jalan di kota
Batam yang masih berlangsung sehingga
banyak ruas-ruas jalan di Kota Batam yang
belum dilengkapi fasilitas kelengkapan
jalan berupa Rambu-rambu dan Marka
Jalan yang dapat menyebabkan terjadinya
kemacetan dan kecelakaan lalu lintas

Belum optimalnya sarana dan
prasarana Perhubungan untuk
meningkatkan keselamatan
berlalu lintas

Permasalahan di bidang
Prasarana Perhubungan
Laut

Belum terpenuhinya sarana dan prasarana
diwilayah hinterland

Belum optimalnya konektivitas
dan aksesibilitas transportasi di
wilayah hinterland

Permasalahan di bidang
Pengujian Kendaraan

Masih rendahnya kesadaran masyarakat
pemilik kendaraan wajib uji untuk
melakukan pengujian berkala kendaraan
bermotor

Masih banyak kendaraan angkutan barang
yang Over Dimensi dan Over Load (ODOL)

Kurangnya SDM yang bersertifikasi
Pengujian

Belum optimalnya Pengujian
terhadap Kendaraan wajib uji

Permasalahan di
Pelayanan Trans Batam

pengembangan 10 Koridor Trans Batam
dan pencapaian 120 unitjumlah armada
belum tercapai

Masih rendahnya kesadaran masyarakat
untuk menggunakan Trans Batam
mengingat transportasi online yang
berkembang saat ini lebih efisien

Pengoperasian feeder untuk mendukung
integrated transport system belum
terlaksana

Masih minimnya fasilitas halte Trans Batam
sebagai tempat turun naik penumpang di
ruas jalan Kota Batam

Belum optimalnya
pengembangan Trans Batam
sebagai transportasi masal di
Kota Batam

Permasalahan di
Pelayanan Parkir

Masih banyaknya kendaraan yang parkir di
bahu jalan

Belum maksimalnya pelaksanaan parkir
non tunai tepi jalan di Kota Batam

Masih banyak Jukir Liar dilapangan

Belum Optimalnya Pelayanan
Parkir di Kota Batam
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BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM

Program, kegiatan, dan subkegiatan dalam Perubahan Rencana
Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2026 disusun
berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan
Triwulan II Tahun 2026 serta mengacu pada prioritas Perubahan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2026.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, sebagian besar program,
kegiatan, dan subkegiatan pada Dinas Perhubungan Kota Batam
mengalami penyesuaian, baik berupa penambahan, pengurangan,
maupun pergeseran alokasi anggaran. Pada RKPD Tahun 2026, Dinas
Perhubungan memperoleh pagu indikatif sebesar
Rp133.460.409.681,00, berdasarkan rincian program, kegiatan, dan
subkegiatan pada Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2026 (Tabel
III.1), pagu anggaran Dinas Perhubungan ditetapkan sebesar
Rp141.224.349.582,00. Dibandingkan dengan pagu APBD Tahun
Anggaran 2026 sebesar Rp126.321.935.323,00, pagu ini bertambah
Rp14.902.414.259,00. Bila dibandingkan dengan pagu RKPD Tahun
2026 sebesar Rpl133.460.409.681,00, pagu ini bertambah
Rp7.763.939.901,00.

Peningkatan pagu tersebut sebagian besar terjadi pada
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) —
terutama pada kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan,
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (termasuk
pembangunan Zona Selamat Sekolah), dan Penerbitan Izin
Penyelenggaraan serta Pembangunan Fasilitas Parkir — sementara
Program Pengelolaan Pelayaran mengalami penyesuaian ke bawah
pada kegiatan pembangunan pelabuhan pengumpan lokal karena
capaian target unit dermaga yang lebih rendah dari rencana semula.

Rincian program, kegiatan, dan subkegiatan beserta pagu
anggaran pada Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kota Batam

Tahun 2026 disajikan pada Tabel III.1
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TABEL III.1. Rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu pada Perubahan Rencana Kerja (Renja)
Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2026
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CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN FIAGRAAN MAJ RENCANG
REALISASI PRAKIRAAN TAHUN 2027 T
URUSAN / BIDANG URUSAN TARGET AKHIR|
o oo | Jowsroimeous | [Migube™| o | | o e |"mow L
PAGU INDIKATIF
KEGIATAN  SUB KEGIATAN RENSTRAOPD| 10 i/t onng 2028 D PR s LOKAS! | SUMBER DANA TARGET el JAWAB
SEBELUM SESUDAH RKPD 2026 APBD 2026 22 NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 B 7 8 9 0 1 12 13=10-12 4 15 16 17 18 18 20 21
DINAS PERHUBUNGAN TRA0M0GH00 1263215832300 141 2
2 [URUSAN PEMERINTAHAN 133.460.409.681,00{ 126.321.95.323,00| 141.224.340.582, 7.763.930.901,00 178.152.945.139,00)
WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN
[DENGAN PELAYANAN DASAR
215 [URUSAN PEMERINTAHAN 178,152.945.139,00,
[BIDANG PERHUBUNGAN
1 21501 [PROGRAM PENUNJANG - Nikal SAKIP PD 7353 Nllal 7353 Nllal 49.089.667.672,001
[URUSAN PEMERINTAHAN
[DAERAH KABUPATEN/KOTA |- Indeks Pelayanan Kesekretariatan 92 Nilal 92 Nilal
Dinas Perhubungan
121501.201 P den 100% 100% 18.967.500,00) 18.967.500,00| 18.957.500,00] 0.0 Mampeckuat ASN Dinas 20.854.250,00¢ DINAS
Evaluasi Kinerja Perangiat Daerah | penganggeran, dan ovaluasi yang reformasi polifik, Pertubungan PERHUBUNGAN
tar susun sesus! dangen fahgpsn dan | huioum dan birokrast,
wakdy {saria memperkuat
Ipencegahan dan
pemberantasan
korupsl, nerkoba, jud.
fdan perrpeludupan.
2.16.01201.0001 Dok Perargiat Daeran
L Jumiah Dokumen Pavencanaan " 2Dokumen 9:347.00000] 9.347,000,00) QWUX)JH 0.00]Kcta Batam, PENDAPATAN  [Momperkuat 0.281.700,00] DINAS
\Peranghat Dsersh Dokumen Semua ASLIDAERAH  |reformasi politik, PERHUBUNGAN
Kecamatan, {PAD) Puikoem dan birokrasi,
Semua
KelDesa pencagahen dan
|pemberantasan
korupsi, rarkoba, jud,
215012010007  |Evaluas: Kinerja Perangiat Dasrah
[ Jumiah Laporan Evaluasi Kinerja 5lagoran 3Laporan 0,00{Knta Batam F 2 10,582 580,004 DINAS
Porangkaf Doerah Semiz ASLIDAERAH  [reformasi politik, PERHUBUNGAN
[Kecamatan, (PAD) hfoum den birokrasi, |serana prasarana
[Semua Iserta memperkuat dasar, infastruktur,
KelDesa pencegaten dan uilitas dan
horupsl, nerkoba, jud, |Infrestruitr desar
yang merata,
berkusiitas dan
2 Memperongel
Sarana prasarana
dasar, infrasiruktur,
utilitas dan
sksesibizas
infrastruhr dasar
yang modarn, merala,
berkuaitas dan
berkelanafan




CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

MAJU RENCANA

TAHUN 2027
v s s Bl e o rmsaesr
NO KODE H PERIODE TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) PRIORITAS
R 6l Tan | KEGIATAN/SUB KEGIATAN | opp| RENJAOPD |RENIA OPO TAHUN PAGU INDIKATIE | PENANGGUNG
KeGA ENSTRA TAHUN 2024 2025 RKPD PERUBAMAN | Berturang LOKAS! | SUMBER DANA TARGET (Rp) JAWAB
SEBELUM SESUDAH RKPD 2026 APBD 2026 2026 NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 L] 7 8 L] 0 n 2 13= 1012 " L] 16 17 18 19 20 21
215m.20 | Acministrasi Keuangan Perangkat parsentase adminsiras: kevangan 100% 100 % F0.200.174238,00] 27,771 B8 676,00) 26247 S427T000| -3 966.631.468.00 1z Mompercepat |Pegawal Dinas 53,200 833 662,00{ OINAS
Dawrah pacangel deerah yang tevpeoudy elormasi politk, PERHUBUNGAN
P seriase pegiwal yong menerima s den birokeasi, | sarans prasarena
BN dasar, i
|pencagahan dan ilitas dan
ikorupsi, rarkoba, jud, | Infrastrucur desar
merats,
berkualitas dan
b kelanysan
2 Mempercepat
sarana prasarana
dasar, infrasirukiur,
Wilitas dan
esibits
Infrastruschr dasar
yang modern, merata,
berkualtas dan
bt kolaryusan
218012020001 |Penyodiaan Gaji dan Tunangan ASN.
[urmiah Oreng yang Mensoims Gai 207 Orarg/ 201 Orang/ 30.006.504 . 27 585 326.676,00} 26,061 082 770, ~3945.511,468,00|Kota Batam PENDAPATAN  [Memperkual 2 Mempercepat 33,007 253 662,00 DINAS
|cdan Teryangan ASN bdan bdan Semua ASLIDAERAH  |roformasi politik, PERHUBUNGAN
[Kecamatan, (PAD) fucun clon birokrasi, | sarana prasarara.
[Semua. DANAALOKAS|  |serta memperkuat casar, infrasyukitur,
KelDesa UMUM (OAU)  |poncagahen dan utilitas dan
orugmi. nerkobe, jud. [infrastrukir deser
merstn,
berkiniitas dan
berkelanjutan
2 Mempercepat
8808 (rasarana
dasar, infrasy ikt
utilitas dan
aknesibstos
Infrastrukr dasar
Yorg moderm, merats,
v kuatitas dan
berkelanan
2.15.01.2.02.0002 |[Poryedias Administras Pesksansan Tugss ASN
| Jumiah Dokuman Hasil Penyediaan 1w . 156,550 185 5E0.000,00] 186. ~10.020.000,00(Kota Batam, PENDAPATAN Iucnorh- 2 Mempercepat 796,580,000, 00] OINAS
[Ademiristr sl Palaksansen Tugss Doumen Dokumen Semue. ASLIDAERAH  jreformasi politik, PERHUBUNGAN
JASN Kecamatan, (PAD} Ik dan birokeasi, |sarana prasarana
[Semus. seria memperkust dasar, infrasyukiug,
KelDesa penzegaron can ilitas dan
korupsi, rarkoba, jud, (Infrastruschr dasar
merata,
berkualites dan
bar kelanpusen
2 Mempercepst
sarana prasarara
dasar, infrasyuktur,
uailitas dan
aKgesibivias
infrastrukhr desar
yeng modern, merata,
berkualitas dan
berkelanyan
21501206 Ghat 100 % 100% 142484 78.962.000,00) 78962, 60,822,700 00| . |Pagawal Dinas 67.576.000,00] OINAS
[Daerah retormani politik, . Portutungan PERMUBUNGAN
Puvsatas ASN yang diinghetian Dk dian biroksas:
| ormpadensing serta memperkust
pencagaten den
korupsi, rerkoba, jud.
Hdan peryyelucupan.
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CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN S s
o ; 2 TARGET AKHi| REALISAS! PRAKIRAAN PERANGKAT
No KoDE PROGRAM | OUTCOME | 5 i || LOAPAAN. | CATAN TARGST TARGET 2028 PAGU INDIKATI (Rp) PRIORITAS KELOMPOI DaERS
1suB RENJA OPD | REN.JA OPD TAHUN PAGU INDIKATIE | PENANGGUNG
rsus RENSTRAOPD |+ iism 2024 2025 LOKAS! | SUMBER DANA TARGET JAWAB
RKPD PERUBAHAN | Berkurang (Rp)
SEBELUM | SESUDAM RKPD 2026 APBD 2028 S8 NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 ) 7 8 ] 10 1 12 131012 W 15 16 17 18 i 2 21
12.15.01.2.06.0002 gadaan [
[ienied: Pk Pakaion Dirsys besertn 7 Pkt 67 Pukeet & 522, 700 00) 000 [ 63 522 700,00] Ko Bk, | PENDAPATAN [Memaerkuel - 0,00 DINAS
| Adribue Kalonghapan Semua ASU DAERAH  [reformasi politik, PERHUBUNGAN
[Kecarnatan, (PAD} ki chn birokrass,
Semua serta memperkuat
%aiDesa |pencegahian den
[pern berartman
Korups, narkoba, jud,
[don peryelud.pan.
2.15.012.05,0008 e Tugess dn Fungs:
[Juniat Pegawal Bordaaarkan Toges 5 0rang BOrang 78 962.000,00] 78,962 000,00 TB.862.000,00] '0,00]Kaoka Batam, PENDAPATAN |Momparkuct - 97.576.000,00] DINAS.
i Fungsi yang Mevgud [Sernue ASU DAERAH  [reformassi politik, - PERHUBUNGAN
| Prvxichian dwn Peonbor [Kecamatan, (PAD} hukun o birokras,
Semua serta mem perkual
Keb Dess [pencogsen don
|pom borartasan
koruped, narkoba, judl,
|don peryeludgan.
121501206 [Acminsyasi Umum Perangkal |porsertase poryodiaan adminstras: 100 % 100% 270,438, 200,00} 347,743 900,00] 252.296.900.00] ~18.142.300,00] TMomparast 2 Mompercopat Pegawal Dinas 410,374 500,00] DINAS
[Doecah rmium perangiat dwrsh roformas: polltk, PERHUBUNGAN
serta momperkuat casar, infrasyukir,
[pencegstion den ulitas can
korupsi, narkobe, judi, |infrastruktur daser
mersts,
berkuaitas dan
beckelanjutm
2 Mempercopst
sarare proswarn
dasar, infrastukr,
ulitas can
aknesibilitas
Infrastruktur dasar
modern, mersts,
berkualtas dan
berkelanjutan
215012060001 | Penyodiaan Komponen instalas)
ListrikPerer angan Bangursn Kantor
[Jiemiath Pakot Komponen inatalast ZParel ZPavat 25.628,000,00) 25828000, 25,628,000 00) Batam, | PENDAPATAN [Momporust Z Memperconst 131.522.000,00] OINAS.
[ Usirik o angon Borguan Kanéor [Seeman ASU DAERAH  [reformassi politik, PERHUBUNGAN
[yarxg Disocdakan Kecamaton, (PAD) Ihuku don birckrast, |saran prassrars
somu lserta memperkuat | dasar,
Kl Dema [Pencegpn dan it dan
korupsi, narkcbe, judi, | Infrastrukiur dasar
Josn peryeludpon. | yorg modeen, mersts,
beckualltas dan
becknlanjutn
2 Mempercopest
worann praswars
dasar,
wilitas can
aknesibilites.
Infrastruktur dasar
yorg modeen, mersts,
beckualltas dan
berkelanjutan
2.15.01 2060002 ryodiaar
[ceniots Proket Perevoton dwn A Pawe A Paen a1865.600,00] 9,365 600,00] 66.365,600,00) ~22.530,300,00[ Ko Betm, | PENDAPATAN [Memperiist 2 Mempercoet 02561 000.00|  DINAS
Semua ASUDAERAH  [reformast polltk, PERHUBUNGAN
[Kexaenatsn, (PAD} [hukun dan birokras, | sarsre prassars
Seenue sects mermpeckust s, infrasyukiur,
KeDesa [penceganan dan elitas gan
korupes, narkobe, jud, |infrastruktur dasar
jdon panyeiudipan. | yang modarn, merata,
b kuaits o
berkelanjusan
2 Mempercepet
Sarana prasarana
comar, infrastukiur,
elitas can
akseaibiliias
irfrastr ik disser
yang modarn, merata,
b kuolitss don
beckelanjutn
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CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA

REALISAS PRAKIRAAN FAHUN 207
URUSAN { TARGET AKHIR
o KODE PROGRAM | OUTCOME | e : [t B evepfl Peprpoiioniveid TARGET 2026 PAGU INDIKATE (Rp) PRIORITAS kAL AealNa
PAGU INDIKATIF
1sus RENSTRAOPD |+ 10i5n 2024 2025 LOKAS! | SUMBER DANA TARGET JAWAB
RKPD PERUBAHAN | Berkurang (Rp)
SEBELUM | SESUDAH RKPD 2006 APBD 2026 et NASIONAL DAERAH
1 > 3 4 5 s 7 e 9 10 1" 12 13= 1012 4 15 16 17 18 Rl 20 21
215012060006  [Ponyodaan Bahan Logisak Kantor
| Jurniah Pakot Bahan Logistik Mantor 1 Paket 1 Paket 17.500.000,00] n,mmua 17.500.000.00] m_l@- Batam, PENDAPATAN  [Memporkuat n.souncna DINAS
yang Disodakan Somua ASU DAERAH  |reformast politik, PERHUBUNGAN
|Kecamatan, (PAD) |hukcum dan birckras:,
Sernusy bty meenperkust
KD pencegatien den
|pembarartasan
[Korups:, rerhobe, jud,
[dan perryel udpen.
2.15.01.2.06.0005
[Juenia Pakot Barang Cetakan dan 2 Paket 2 Paken '23.448.300,00] 23,449 300,00] 23.448,300,00] D,00[Kora Batam, PENDAPATAN 2 26,141 500,00 DINAS
| Feggandaan yang Disediakan Semun ASLIDAERAH  |reformasi politk, PERHUBLUNGAN
Kecamatan, (PAD) bk dhon birckras, | serana prassrana
| Sernus [serts meenperkust sar, infriastuki,
[Ked Dessa pencegein don ulitas can
Korupst, e kobs, Judi, |infrastr Ktur dssar
dan peryelucupan. | yang modern, merata,
berkualitas dan
berkelanjutan
2 tempercopat
Sarana prasarana
s, infrasieukinr,
wlitas don
aknesibilitas
i astruktr dssar
yarg modern, meeats,
berkualitas dan
berkelanjutan
2.15.012.06.0009 )
[Jieniod: Lporan Pocsywivngg s WDLaporm | 26 Laporan T11.966.00000]  211.601000,00] 116,354 000 00) 435 000,00| Kot Betam, | PENDAPATAN |1 - TREI0000  DNAS
Rt Koordinasi cion Konsidtasi |Sernus ASUDAERAH  [reformast politk, |- PERHUBLINGAN
sKPD Kecamatan, (PAD} [huskurm o bir ok i
Semnus oot meen peckust
|KetOesa dan
pom borartasan
korupst, narkoba, judi,
|san pamyaludupan.
|2.150.207 Wi Daerah ik 100 % 00 % 130.004.600,00| 130,004 600, 151.837.100. 21832800 Iinmn - Pagawal Dinas A77.308 800, DINAS
nang reformast palltik, Parhutungan PERHUBUNGAN
Daerah oot yang torponuts ihuskcum dan birckrasi,
Porsantase roaVsasi pengadaan serta mamperkuat
barang millk daorah sesual rencana |penceganan can
Kbxsion pern e et an
orups:. rerkobe, judi,
[den perryeludipen.
215012070005 |Pengadas Mebel
[Jierifars Paket Mot yong Disacionsn WUt U 20,706,000, 0) 20,706 000,00 20,706 000,00 D.00]Kows Balam, | PENDAPATAN [WMermperkisd - 5572810000]  DINAS
Seenias ASUIDAERAH  [reformasi pelitk, |- PERHUBUNGAN
[Kecamatan, (PAD} husm dion birckrs,
[Sernun [serts mevnpckust
KeDesa [pencegatien dan
pemborartanan
korupst, narkobs, jud,
{can paryaudupan.
2.15.01.2.07.0006 [Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
[Jien e Unit Paretaton dn Mesin 20t 15Ut 09Z96.60000] 10920860000 131.33110000] 21 32:500,00]Koka Betam, AN 2z 27507000 ONAS |
|Lalnnyo yang Disockakan Semua ASU DAERAH  |reformasi politik, PERMUBUNGAN
| Kocamatan, (PAD) Ihukum dan birckrasi, |sarsna prasarana
Somua lserta momperkuat | casar, infrastrukiur,
et Desa |penceganan dan wilitas dan
korupsi, narkoba, jud, | Infrastruktur dasar
mecsln,
beckuasitas don
beckelanjutn
2 Memparcepet
sarana prasarana
dasar, infrastruktur,
wilitas dan
aksesibiitas
Infrastrukiur dasar
yarg modern, mersls,
berkuslitas d
beckelanutan
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URUSAN / BIDANG URUSAN /

INDIKATOR PROGRAM /
JSUB

KEGIATAN / SUB KEGIATAN

[ TARGET AKHIR|

PERIODE
RENSTRA OPD'

REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2024

PRAKIRAAN
CAPAIAN TARGET
RENJA OPD TAHUN
s

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2027

TARGET 2026

PAGU INDIKATIF (Rp)

RKPD 2028

RKFPD PERUBAHAN
2026

Berkurang

LOKASI

SUMBER DANA

TARGET

PAGU INDIKATIF

DAERAH
PENANGGUNG

(Rp) JAWAB

2
21501208

[ 9
100 % 100 %

10 1 12
T340 I AZ500| 1506 666.290,00) 7.506.738 826,00{ 237 404,403 00|

13= 1012

21

Mormperoust
reformasi politk,
huscum dan birckrasi,
sorta memperkuat
penceganen den

Pogiwas Diren.

sarana prasarana
dasar, Infrasircur,
it din

dan penyeludupan.

korupst, narkoba, jud,

irtrastrukiur dasar
yang modern, mersts,
e kualitis dsn
erkelanjuten

2 Mompercepat

SN prosrans
chssor, infrastruinr.
ulitas can
siseaibiliiag
infremiruklur daser
yarg modern, mers,
berkuaitas dan
berkelanjutan

P
1.201.022.520,00} DINAS
PERHUBUNGAN

121501 206.0002

[Poryediaan Jasa Komunikas, Sumber Daya Alr dan Listrik

12 Laporan

T055.158.200,00]  1.118.020.600,00] 1.197.942.228,00] 142 784.028,00[Kota Batam,

FENDAPATAN ||

Mempariust
reformas polltik,
(PAD} &

2 Memporoapat

srta mem pee kst

chwsar, infrasiruor

{dan paryelud.pan.

korugs, rarkote, jud,

infrastrikiue doss
yag Modern, mersta,
erkualitas dan

2. Mempercepst

1.030.500.000,00] DINAS
PERHUBUNGAN

2 15.01.2 08,0004

[Peryedinen Jesa Pelaysnan Umum Kanlor

fhumilih Laporan Pertyecfom Joss
| Polayanan Umm Kanky yong
|Disectakan

13 Lapocan

204.176.225,004

21501208

Milix Daerah

Perunjang
[Oawrah

{oamiacintahen danrah yeng leyek funs)

THAZETE0000] 163426190000 1973618500,00, '430.565.000,00)|

358 675.640,00| 358,796 600,00 M.620,375,00|Kotss Batam,
| Sem:

-
[Kecamatan,
[semua
[KedDesa

PENDAPATAN [MAempmhust

ASLI DAERAH plitik,

(PAD)

serta memperkuat
penceguhen dan

dasar, Infrastnsr,
it den

korupet, narkoba, jud,
jdan porydudipan.

irtrastruktur dasar
yang modern, merata,
Derkislites dun

e kel anjutan

2 Memperoapat

Sae pras e
ey, Infrasiroinr.
uilitas dan
aisealbilitas
ietramiruklue dsser
yarg modern, mersta.
| borkualitas dan
berkelanjutan

170.519.520,00} DINAS
PERHUBUNGAN

Memporikut
reformass politik,
*

2 Memporoapat

[Fogawa Diraa

[ Sr s meen pee kst

dsar, infrasiruonr,

korups:, rarkobs, jud,

infrasirukiue doss

berkuslitas dan
berkelanjutan
2 Mempercepat

sarern praswans
damar, Intrastruicr,
wilitas can
abouesiilitas
iefremiruktue diser
yang modorn, merata,
Derkuaitas dan
erkenlanjutnn

867,634, 190,00) DINAS
PERHUBUNGAN
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URUSAN / BIDANG URUSAN /

KEGIATAN ) SUB KEGIATAN

REALISAS!
CAPAIAN
RENJA OPD
TAMUN 2024

I TARGET AKHIR
PERIODE

PRAKIRAAN
CAPAIAN TARGET
RENJA OPD TAHUN
02

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2027

PERANGKAT

TARGET 2026

PAGU INDIKATIF (Rp)

SEBELUM

LOKASH

5 RKPD PERUBAHAN

SUMBER DANA

PRIORITAS

NASIONAL

TARGET

PAGU INDIKATIF

A
Re) SAWAD

2
[215,01.2.09.0001

PENDAPATAN
{PAD)

[Mernperkust
reformas| politic,
[Frkum dan tarckrai,
|serta memperiuzt

iorupsi, narkoba, jud,

sarana prasarra.
utifftas dan

infrasyukiur cosar
yang madern, mersts.
can

35 880,000 DINAS

PERHUBUNGAN

275,01 2090002

Operasicnal

atans Lapangan yang Dipeiinara dan
Atoyrkan Poyosk o Perizinaonys

2 um

579110000

656,678,000, 656 881.000,00} »m

[2 Meampercepet

sarana prasarang

654 877.500,00] DINAS

PERHUBUNGAN

[215.01.2.00. 0006

[Jormini Prvavaton don Mesin Larrrags
yong Dipotihars

106 Ut

122 084.900,00|

122,004 900,00 122 664, 900,00] [

ASUI DAERAH
(PAD)

sarana prasarana

wtifitas dan

1338576.600,00f DINAS

PERHUBUNGAN

216.01.2.00.0008

[Jomian Gadung Kantor dan Bangunan
Lasrmy yawng DiipedifmraDirehoialitos

B02.659, 1.195.663.000,00] 383,004,

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
{PAD)

2. Mampercepal

sarana prasarana
v, irfrasstrukiur,

0,00] DINAS
PERHUBUNGAN
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CAPAJAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAR TAHUN M’}B&CMA
REALISASI PRAKIRAAN T
URUSAN / BIDANG URUSAN / ITARGET AKHIR|
o e T il g e G BT e o | o
PAGU INDIKATIF
KEGIATAN / SUB KEGATAN RENSTRAOPD| 1\ ooy ol PR ik LOKAS! | SUMBER DANA TARGET B JAWAB
SEBELUM | SESUDAH RKPD 2026 APBD 2026 202 NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13=10-12 " 15 16 17 18 19 2 21
2 |a156 PENYEL sarana % % T2.803.996.710,00)  63.206.445,884,00) B7.967.776.856,00,  34.814.530,709,00) 107.618.527.419,00
ILALU LIN darat
JALAN [LLAJ) |yang tersedia
|Persentase peninglat jumliah 12% 2%
penumpang transportasi darat
yang dilayani oleh Dinas
Perhubungan
(Trans Batam)
Persentase angkutan barang dan 53% 8%
|anglutan penumpang umum yang
lulus ufi KIR
|Persentase Peninglatan Retribusi 5% 5%
|Petayanan Parkir Tepi Jalan Umum
21502202 i dend |Pusentzse S Prassr 100% 100% 6.139.585.800,00¢ 7.489.307.800,00 2 Memparcepet 10.451.854 166,004 DINAS
Jai PERHUBUNGAN
dan
maningkatkan dasar, infrastruktur,
lapangan kerjayang  |utlitas dan
dasar
merata,
dan
industri kreetif sarts | berkelanyuian
imengem bangkan 2 Memperoogal
Industn
Roper a1 uilitas dan
sksesiblsss
infrastruir dasar
yang modam, merata,
berkuaitas don
berkelanjuian
2 15.02.2.02.0001 Jdand
\urnlah Prasarana Jalon & Jalan BUnit 10Unit 108585000000 1.753.178.000,00} 8290954800001  7.206.114.800.00|Kota Batam,  [PBUT-KONSUMS | |Mearjutkan 2 Memperoegal 3,564.033.710,004 DINAS
|Kahupatenota yang Terbangun Semua TENAGA LISTRIK |pengembengan PERHUBUNGAN
Kecamatan, DARI SUMBER dan
Semua LAN imeningkatkan dasar, infrastruktur,
KelDesa lapangan kerja yang | utilitas dan
dasar
yang merala,
dn
lindus¥i krestif serta | berkelanjutan
imengembangkan 2 Mempercepal
itim industri
imelaiu peran skl daser, infrastruktur,
koparasl. utilitas dan
aksesibisas,
infrastruictr dasar
yang modern. merala,
berkuaktas dan
berkelanpsan
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CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAN MAM RENCANA
REALISASI PRAKIRAAN TAHUN 227 T
URUSAN / ITARGET AKHIR|
o e HOORAT O CoNIET 1 PERIODE | CAPAIAN | CAPAIAN TARGET TARGET 28 PAGU NDIKATIF (Rp) PRIORITAS KELOMPOK DAERAH
KEGIATAN / SUB KEGIATAN RENJAOPD |RENJA OPD TAHUN PAGU INDIKATIF | PENANGGUNG
KEGIATAN /SUB KEGIATAN RENSTRA OPD LOKAS | SUMBER DANA TARGET
TAHUN 2024 2025 RKPD PERUBAHAN Berwrang (Rp) JAWAB
SEBELUM SESUDAH RKPD 2026 APBD 2026 2026 NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 8 10 1 12 13= 10-12 “ 15 16 17 18 k) 20 21
215,02 2.02.0002 W Jdand
[Jumiah Perlenghapan Jafan o Jalan 310Unit 480 Unit 1.708.958.300,00  1.708 96€.300,00| 1.893.151.300,00} 284.193.000,00(Kota Batam,  [PEUT-KONSUMS | |Metarjutkan 2 Mempercepal '5.852.998 235,005 DINAS
[Kabupeten®ots yang Tersedia Semua TENAGA LSTRIK PERHUBUNGAN
Kecamatan, DARI SUMBER dan
Semua LAN imeningkatkan dasar, infrasirukiur,
el Desa litas o
desar
yang merals,
dn
industri kroatif sora | berkelanjusan
imengembangkan 2 Momparcepat
Industri
imeldiu peran skl caser, infrastrukiur,
kopar i uilitas dan
aksesibiaas,
Infrastruihr dasar
yang modarn, merata,
berkualitas dan
berknlanssan
215022020003 Jdan
[Jumiah Prasarana Jalan yang 2Urit 3Unit 115,810.000,00] 115.810.000,00) 115810.000,00) 0.00]Kota Batam, _|PBJT-KONSUMS | Matarjukan 2 Momparcepat 725.08.200,00] DINAS
Tevehatiitssi gan Terpelitars Semua TENAGAUSTRIK PERHUBUNGAN
Kecamatan, DARI SUMEER dan
Semua LAN imeningkatkan casar, infrastrukiur,
KelDesa lapangan kerjayang | utilitas dan
) dasar
mersts,
indus¥i krealif serta | berkolanasan
imengam bangkan 2 Momparcepst
imetaiul peran akyl Casar, infrastrukiur,
hoperasi. utilitas dan
aksesibitas
Infrastruiciur dasar
yang modem, merata,
berkualitas dan
berkelanjutan
12.15.02 2.02.0004 Jalan
[Jurniah Periangkapan Jalan yang 7Unit MOUnt 3228967500001 322396750000 mmﬁ 000[Kota Batam,  (PBUT-KONSUMS Iluda'iukm 2 Momparcepst 309,827 000,00¢ DINAS
Torohabiitasi dan Torpefitara Somia TENAGAUSTRIK PERHUBUNGAN
[Kecamatan, YANG dan
Semua DIHASEKAN  [meningkatkan casar, infrastrukiur,
KelDesa SENORI llapangan kerjayang | utilitas dan
Infrastruichur dasar
merata,
dan
industri kreaif serts | berkelanjuian
imaengembangkan 2 Mempercepst
industri
imetaiul peran akbl casar, infrastrukiur,
koperasi. uilitas dan
aksesibitas
infrastruktur dasar
yang moderm,. merata,
berkuaktas dan
bes kelanguian
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CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN mR,BJCANA
joug] “REAUL | SRAKRAAN ;
URUSAN / ITARGET A
o e SROGNAMTOUTCORET ! PERIODE | CAPAIAN | CAPAIAN TARGET TARGET 28 PAGU NDIKATIF (Rp) PRIORITAS KELOMPOK DAERAH
KEGIATAN / SUB KEGIATAN RENJA OPD |RENJA OPD TAHUN PAGU INDIKATIF | PENANGGUNG
KEGIATAN /SUB KEGIATAN RENSTRAOPD| i Loy o LOKAS | SUMBER DANA TARGET
RKPD PERUBAHAN Berkurang (Rp) JAWAB
SEBELUM SESUDAH RKPD 2026 APBD 2026 2026 NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 ] 7 8 9 0 1 12 13=10-12 “ 15 18 17 18 18 2 21
21502206 I 100% 100% 850.551,800,004 8303.561,800,00) 887 651,800,004 ~5.880,000.00] 2. 889,154 .000,001 DINAS
[Bermotor ] PERHUBUNGAN
dan
imaendorong infrastruiour dasar
mecsls,
dan
industi kreatlf serts | berkelanptan
imaengem bangkan 2 Memparcepst
imetaiul peran akil dasar, infrastrukiur,
koperasi,
akspsibiaas,
infrastrukiur dasar
yang modern, merata,
berkualitas dan
berkelantan
2.15.02206.0001 y can Prasarere B
(Jumlah Sarana dan Prasarana 1Unit 1Unit 361.215/000,004 Eal 215\'1)0,&‘ 381.215.000,00} 0.00]Kcta Batam, PENDAPATAN  |Molarjutkan 2 Memparcepat 208.047.000,00% DINAS
Panguiian Berkala Kendersan Semua ASLI DAERAH PERHUBUNGAN
|Barmotor yang Tersedia [Kecamatan, (PAD) dan
Semua meningkathan cagar, infrastrukiur,
Kol Desa jayang ilitas d
imendorong infrastrukur dasar
mersla,
dn
industi kreatif sarta | berkelanjusan
imangem bangkan 2 Mompercepst
industri
imeidiu peran skl casar, infrastrukiur,
koper i utilitas dan
aksesibisas
infrastruicr dasar
yang modeen, merata,
berkualitas dan
berkelanpian
Lubus U
[Sumiah Dokuman Bt Ludus Uji 5000 5000 T62.09680000] 15200580000 14614680000]  -589000000[KotaBatam. | PENDAPATAN |Mesariuthan 2 Mompercepet 26177700000 ONAS
Pancuyian Berkala Kendersan Dokumen Dokumen Semua ASLI DAERAH PERHUBUNGAN
| Barmotor Kecamatan, (PAD) dan
Semua menngkatkan casar, infrastrukiur,
KelDesa Hapangan kerjayang | utilitas dan
desar
merata,
dan
industi kreatif sorta | berketanysan
imangam bangkan 2 Momparcepat
Indus¥i
meisiul peran akl  |casar, infrastrukiur,
kopor i utilitas dan
aksesibieas,
Infrastrustr dssar
yang modern, merata,
berkuainas dan
berkelanjusan
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CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA

KIRAAN TAHUN 2027 PERAN!
URUSAN 4 , [anceracm) TEEET | onn Tarcer KELOMPOK eyl
NO KODE PROGRAM  OUTCOME PERIODE TARGET 2028 PAGU INDIKATIF (Rp) PRIORITAS
KEGIATAN 1SUB KEGUATAN | NEGIATAN/SUBKEGIATAN |l | RENJAOPD |RENJAOPD TAHUN PAGU INDIKATIE | PENANGGUNG
TAHUN 2024 225 RKPDPERUBAHAN |  Berturang | LOKAS! | SUMBERDANA TARGET (Rp) ZLLb
SEBELUM SESUDAH RKPD 2026 APBD 2026 202 NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 8 10 n 2 13=10-12 " 15 1% 17 18 19 2 21
215022060007 Bawokr
|Jumiah Ssrana dan Prasarana 4Unit 4 Unit 380.300.000,00¢ 380.300.000,00] 380.300.000,004 PEN 2 Memparcepal 398.330.000,004 DINAS
| Panguian Berkala Kendarsan [Semua ASLI DAERAH PERHUBUNGAN
| Bormaotor yang Terpalitera [Kecamatan, (PAD) dan
Semua d dasar, infrastruktur,
Kel Desa lapangan kerjayang | uilitas dan
imendorong infrastruiur dasar
yang merala,
dan
lindusti kreetif serta | berkelanjtan
imengem bengkan 2 Mempercepet
Industri
mafalul peran akf | casar, infrastruktur,
koperasi, uilitas dan
aksesibias,
infrastruicur dasar
yang modern. merata,
berkualtas dan
berkelanjan
21502206 i I 100% 100 % J,W,W.ﬂna 3949 464.500,00| 11528345 mﬁ 6.586.172.672.00) 2 4750275 11000] DINAS
[Rekayasa Lalu Lirkas uniuk Jaringan | perbaan dan pemelitaraan PERHUBUNGAN
ol + &4
|20SS daism 1 tahun imeninghatkan casar, infrastruktur,
lapangan kerjayang  [utilitas dan
dasar
mefata,
dn
indus¥i kreatif sarta | berkelanptan
imaengem bangkan 2. Mempercopat
itim industi
imesaiul peran akul desar, infrastrukiur,
koperasi. utilitas dan
eksesibatas
dasar
yang modarm. merata,
borkualitas dan
borkelanisan
21502206.0013  |Pembangunan Zora Selamat Sekolah {ZOSS)
Mumiah Terbangunnya Zons Selamat 1Unit 17 Unit 141.285.300,00) 141.285.300,00| 1.833.765 800,00} 1.7 2 310.813.350,001 DINAS
Sakolah (20SS) Semua ASLI DAERAH PERHUBUNGAN
[Kecamatan, (PAD} dan
Semua v dasar, infrastruktur,
Kel Desa lapangan kerjayang | utilitas dan
dasar
merata,
dn
lindustri krealif serta | berkelanasan
mengambengkan 2 Mempercepat
Industi
imelalul poran aksf casar, infrastrukiur,
koperasi, uilitas dan
aksesibias
infrastrukiur dasar
yang modern, merata,
berkuahitas dan
berkelanuian
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REALISAS PRA CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN FRAKRATAAHN::NM?BOGMI GKAT
URUSAN / BIDANG URUSAN / ITARGET AKHIR|
NO KODE M/ OUTCOME { INDIKATOR PROGRAM / PERIODE CAPAIAN CAPAIAN Y:ROE' TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) PRIORITAS KELOMPOK DAERAH
KEGA”WT ”.“ 1508 KEGITAN | EGIATAN/SUBKEGIATAN | CE0C | RENJAOPD  |RENJA OPD TAHUN PAGU INDIKATIE | PENANGGUNG
LOKASI | SUMBER DANA TARGET
TAHUN 2024 2025 RKPD PERUBAHAN |  Berurang (Rp) JAWAB
SEBELUM SESUDAH RKPD 2026 APBO 2026 2026 NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 n 12 13= 10-12 “ 15 16 17 18 19 2 21
2.15.02 2.06.0016 alu Linas
[Jumiah Perengkapan Jalan dalam 3 Dokumen 5 Dckumen 4,797,887 200,004 3:808.179.200,00) 4 2 4,448 451 750,004 DINAS
| Rangka Manjemen dan Rekayasa semia PERHUBUNGAN
[Latu Lintas yang dVaksanskan Kecamatan, dan
|pengadaen den Pamasangan Semua i manngkatkan caaar, infrastruktur,
KeliDesa &
mendorong infrastruktr dosar
merats,
industi kreatif serts | berkelanjutan
mengem bengkan 2. Memperceped
itim industi
hopesassi. utilitas dan
aksesibitas
infrastrucr dssar
yang modern, merata,
berkuakitas dan
berketayan
21502208 | Aucit dan Inspekssi LAS ’;&. Cp 100% 100% 153.600.000,004 177.20,000,00] 250.912.000,004 97.312.000,00) z Iﬁmm DINAS
d Julan rpad). Lasu PERHUBUNGAN
| Lintas packs fahun bavjalan dan
| meaningkatkan desar, Infrastruktur,
imandorong Infrastrukr dasar
merata,
A
industr! kreatif sarta | berkalanjsan
imangambangkan 2 Memparcepet
Indus¥i
imesaiul poran aktt caaar, infrastrukiur,
oper 351 uilitas dan
BksesIDIaE.
Infrastrukar dasar
yang modarm, merata,
berkualitas dan
berketars
2.15022068.0004 —
[iemiah Laporan Inspewsi, Aucd! dan Wisporan | 2 Leperan 5360000000 177.620.00000 250.912.000,00] G7.312.000.00] Kot Batam, | OPSEN PAJAK |Meiariukan 2. Mempercepel 195.400.000,00] DINAS
[Semua PERHUBUNGAN
Pavyelenggaraan Koenpetens dan
| Pegernuct Kendivaan Bermoter Sermus (PKE) i s, infrastrikiur,
| Kabuyptery Kok KelDesa g kerjayang | uilitas dan
dasar
merata,
dn
industri kreatif serta | berkelanjutan
mengem bangkan 2 Mempercepet
malaiu peran skt | casar, Infrastnaktur,
koperasl. wilitas dan
aksesbitas
Infrastrukaur dasar
YBNg MOdem, merata,
berkuaktas dan
berkalansan
3 |25 [PROGRAM PENGELOLAAN |Parsentase Sarana dan Prasaana % % 11.670,708. 208,00  10.298.300.423,00| 9.774.041,840,00) 21.444,750 048,00
[PELAYARAN Parhubungan Laut yang tersedia
Parsentase peningkatan jumiah 4% 4%
[penumpang Transportasi Laut
yang dilayani oleh Dinas
[Perhubungan (Trans Batam)
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CAPAIAN KINERIA DAN KERANGKA PENDANAAN kit
URUSAN / BIDANG URUSAN / \TARGET AKHIR| REALWAN PRAICRAAN
- T RN O TEoGRs INDIKATOR PROGRAM / PerooE | CAPAIAN | CAPAIAN TARGET S ARCET PAGU NDIKATFF (Rp) SRDRTAS KELOMPOK DAERAH
KEGIATAN / SUB KEGIATAN RENJAOPD |RENJA OPD TAHUN PAGU INDIKATIE | PENANGGUNG
KEGIATAN / SUB KEGIATAN RENSTRA OPD LOKAS | SUMBER DANA TARGET
TAHUN 2024 2025 RKPD PERUBAHAN |  Berkurang (Rp) dAwAs
SEBELUM | SESUDAH RKPD 2026 APBD 2026 2026 NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 [} 7 8 9 0 1 12 13=10-12 “ 15 1% 17 18 1B 20 21
21508212 F aga dn 7Urit 4Unit 7‘mmma 5641.238.000,00] zm,mmﬁ -4 554.477,300,00] 2 15.215 838.000,00] DINAS
PERHUBUNGAN
[Pelabuhan Pengumpan Lokal dan
casar, infrastrukiur,
Hapangan kerjayang  [utilitas dan
dasar
merata,
din
industi krealif sorta | berkelanyutan
mangembengkan 2 Mempercepat
Indusn
imelalu peran akil dasar, infrastrukur,
koperasi, ilitas dan
aksesibiazs
infrastruk dasar
yang modern, merata,
berkusbitas dan
berkelanuian
2.15.03.212.0002 ‘elabuhan Pergumpan Lokal
[miah Polatuhan Porgumpan Lokl Tunt Tont 42T262300000] 427262900000 34391 500,00] 3908247500 00[Keta Batam, | SISALEBH  [Meiarjutken 7 Mempercepat TI74850600000)  DINAS
\yang Diangun [Semua PERHUBUNGAN
dan
Semua TAHUN imeningkatken cesar, infrastruktur,
KelDesa SEBELUMNYA [lapangen kerjeyang [ utlites dan
imendarong infrastruihr dasar
i merata,
lindustr| kreatif serta | berkelanjutan
imengembengkan 2 Mempercepat
Industrt
imolalul poran akSf | dasar, infrasiruktur,
koperai. uilitas dan
aksesibiaas,
i Gasar
yang modaem, merata,
berkuatitas dan
berkelanpian
2.15.03212.0003 wlatuhar okal
| umiah Pefabuhan Pengumpan Lokal 4 Unit 4Unit 2741,041900,00] 1,968 60,000,00] T82681200000]  -916.229,800,00]Kola Batam, SISALEEH  |Mefarjukan 3.467.352.000,00] DINAS
yang Bevoperssl dan Terpelnars Semus PERHITUNGAN |pengembengan - PERHUBUNGAN
dan
Semue TAHUN meningkatkan
KelDesa SEBELUMNYA fiapangen kerja yang
(barnudlitas,
kewirausataan,
imengembangkan
indusr| kreatif serta
imengembengkan
agromaritim indusyri &
50rtra produksi
imeiaiu peran akiif
kopee i
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CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN IPANRAM AN e
URUSAN / BIDANG URUSAN / \TARGET AKHIR| REALRAS PRAICRAM
- T il siaion INDIKATOR PROGRAM / PerooE | CAPAIAN | CAPAIAN TARGET SRR TR PAGU NDIATIF (Rp) SR KELOMPOK DAERAH
KEGIATAN / SUB KEGIATAN RENJAOPD |RENJA OPD TAHUN PAGU INDIKATIE | PENANGGUNG
KEGIATAN / SUB KEGIATAN RENSTRA OPD LOKAS | SUMBER DANA TARGET
TAHUN 2024 2025 RKPD PERUBAHAN |  Berkurang (Rp) JAwWAB
SEBELUM SESUDAH RKPD 2026 APBD 2026 2026 NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 [} 7 8 9 0 1 12 13=10-12 “ 15 18 17 18 19 o 21
UPTD TRANSPORTASI 133.460.409.681,00 | 126.321.505323,00 | 141224 34958200 | 7.763309.901,00 178.152.945.139,00
2 [URUSAN PEMERINTAHAN 133.460.400.681, 126321, 141, 7.763.939.901,00} 178.152.945.1.
WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN
[DENGAN PELAYANAN DASAR
215 [URUSAN PEMERINTAHAN 133.460.409.681,00 126.321.905.323,00| 141224, 7. 178.152.945.139,00;
[BIDANG PERHUBUNGAN
1. 21501 IPROGRAM PENUNJANG [Nilsl SAKIP PD 73.53 Nilai 7353 Nilal 4898570476300  46.817.189.016,00) 49.089.667 672,00,
[URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH K. lay %2 Nilai S2Nilai
[Dinas Perhubungan
21501210 uo o 100% 100% 15,328,666 200,00 15328 666.200,00| 16, Mearyutkan Masyarakat 12911053 750,00 DINAS
ipengemtmngan PERHUBUNGAN
infrastruktur dan
apangan kerja yang
beriouaitas,
mendarorg
kowrasabaan,
imengambengkan
industi kreetif serta
imengambengkan
jagromaritim industri d
sentra produksi
imelaiu peran akff
koperasi
2.15.01.2.10.0001 onunjang Paayanan BLUD
[Jumiah BLUD yang Menyodiakan 1UnitKerga | 1UritKerja 1532868620000, 15, 15, 50238 Batam, £l AN . 12.911,053.750,00/ DINAS
Palayanan dan Panuryang Polayanan Semua DARIBIUD  |pengemtmngan - PERHUBUNGAN
[Kecamatan, infrastrukiur dan
[Semua imeningkatken
KeliDesa lapangan kerja yang
borualitas,
mendarong
kowrasahaan,
imengemtengkan
indus? kreatif serta
imengemtengkan
lagromaritim Industri d
s0nira procuksi
maku peran akff
koperansi
2 |15 PROGRAM PENYEL tase % n% T2.803.996.710.00  69.206.445.884,00 87.967.776.856,00)  34814.530,709,00| mm.mms,—nol
LALU LINTAS DAN darat
[JALAN {LLAJ) [yang tersedia
|Parsentase peninglat jumlah 12% 12%
|penumpang transportasi darat
|yang dilayani oleh Dinas
Perhubungan
{{Trans Batam)
| Persentase anghutan barang dan 53% 8%
langhutan penumpang umum yang
ludus uji KIR
|Persentase Peningkatan Retribusi 5% 5%
| Pelayanan Parkir Tepl Jalan Umum
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- CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN mn‘::‘nmmm SRR
URUSAN / BIDANG URUSAN / ITAl AKHIR|
6 Kt Sinta oo sy WOIKATOR PROGRAM | [TARGERAKHIR| - capaian | capaiaN TaRGET e PAOUNORATE (7o) PRIRITAS KELOMPOK OAERAH
KEGIATAN SUB KEGUATAN | NEGIATAN/SUBKEGIATAN | BEFDDC. | RENJAOPD |RENJA OPD TAHUN PAGU INOIKATIE | PENANGGUNG
TAHUN 2024 2025 2P0 rEROBANAN | Bk LOKAS! | SUMBER DANA TARGET JAWAB
rang (Rp)
SEBELUM SESUDAH RKPD 2026 APBD 2026 2026 NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 n ” 13=10-12 “ 14 16 ” L3 19 2 21
21502208 Penyediaan Angkutan Umum untuk | Parsantase ingkat palayanan 2% % BOS12076110001 47232 506,284 00| 49.879.575 284,00} 632,400,826 00) 2 T3.322.744.143,00} DINAS
[ Jasa Angiasian Crang dan'atau Barang| Oparasionsl Bus Trans Batam PERHUBLUNGAN
|Antar Kota dddam 1 (Situ) Daerah dan
< Kok meningkatkan dasar, infrastrukiur,
desar
merats,
indus¥i kreatif sarta | berkelanjuan
imangam bangkan 2 Memparcepat
Indus¥i
el peran akel dasar, infrastrukiur,
kopar sl utilitas dan
Bks6sID44aE.
Infrastrulr dasar
yang modern, merata,
berkuakitas dan
berkelanjsan
215022000003 |Penyediaan Angkidan Umum uniuk Jasa Angkutan Orang daniatau Barang Antar Kota dalam 1 (St} Dsereh KabupatenKota
[Jurniah Armads Anghuten Umuen B3 Unit 69 Unit 50.512.076.1 Ida 47232 506.284 00| mmmzum ~632.400.826 00| Kots Batam, PENDAPATAN  |Melarjutkan 2. Memperceped Tuzznuu.ﬂ DINAS
uniuik Jesse Anghutan Orarg dirviats Serus ASLI DAERAH PERHUBUNGAN
Barang Antar Kota dalam 1 {Saty) [Kecamatan, (PAD) dan
| Daerah Katvpaten¥ata yang Semua manngkatkan caser, Infrastruktur,
Tersada KelDesa lapangen kerjayang | utilitas dan
dasar
merata,
dan
indusyi krealif serts | berkelanjutan
imengembengkan 2 Memperceped
itim industri
imaiaiul peran aktt casar, infrastruktur,
oper a5l utilitas dan
aksesibitas
infrastruir desar
yBang modern, merata,
berkualtas dan
berkatanusan
3 |21503 [PROGRAM PENGELOLAAN [Persentase Sarana dan Prassana n% % 11.670. 10.238.300.423,00 7.547.605.923, 8.774.041.840,00) zmmuo_ol
IPELAYARAN [Perhubungan Laut yang tersedia
|Persentase peningiatan jumiah 4% 2%
[penumpang Transportas! Laut
[yang dilayani oleh Dinas
Perhubungan (Trans Batam)
215@ 207 Laut yang BUnit 100 % 4.857.037 408,004 4657 062423, 00| 5.388 412 423,00} 731.375,015,00| 2 6,228 812048,00} DINAS
Persentasi Adau yang sUnit PERHUBUNGAN
Kapal yang Medayani [ferlayani i ot den
cilam i) el g dosar, infrastrukiur,
|transportis faut lapangen keqja yang [ Ltlitas dan
imandorong Infrastrusaur dasar
i merats,
dn
industri krealif serta | berkelanutan
i mangambangkan 2 Memparcepet
Indust
mesalui peran skl | dasar, infrastrukiur,
hoperasi. utilitas dan
aksesibitas
Infrastruiaur dasar
yBng modern, merata,
berkuafitas dan
ber kelanutan
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CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAX rm:mmm‘
URUSAN | / ITARGET AKHIR| REALBAN ERAVIRAN
NO KODE PROGRAM | OUTCOME | ! PERIOOE CAPAIAN CAPAIAN TARGET TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) PRIORITAS KELOMPOK DAERAH
KEGIATAN / SUB KEGIATAN RENJA OPD |RENJA OPD TAHUN PAGU INDIKATIE | PENANGGUNG
KEGIATAN  SUB KEGIATAN RENSTRA OPD LoKAS | susesRDANA FARGET
TAHUN 2024 RKPD PERUBAHAN |  Berkurang (Re) JAWAB
SEBELUM SESUDAH RKPD 2026 APBD 2026 2026 NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 3 8 0 1 12 13 10-12 " 15 16 17 18 19 2 21
2.15.03207.0004 Jaringan Trayek Sunga, Dareu dan ok o,
Jumniah (aporan pangendalan dan 7 Laporan 7 Laporan 4657037 40800] 4657062423 0) 5.388.412.423,00) 731.375,015,00(Kota Batam, PENDAPATAN  [Matar{utkan 2 Memparcepst 6228 DINAS
|pengawasan Jaringan Trayek Sungs, Semua ASLI DAERAH PERHUBUNGAN
| Danau dan Panyebarangan dan Kecamatan, (PAD) dan
umiah leporsn pangendsiian den [Semua meningkatkan dasayr, infrastrukiur,
|pengawasan izin persetyuan KelDesa ji
| Pangeperasian Ltk Arghutsn
Sunga, Dansy dan Penyaterangan dasar
|dslam Deersh KabupatenKots yang mecats,
dn
lindusti krealif serta | berkelanjutan
imengembangkan 2 Momparcepet
industi
medu peran skl desar, infrastrukiur,
Woper i tilitas dan
aksesibings
Infrastrukiur dasar
yang modern, merats,
berkualtas dan
beckalanyan
UPTD PELAYANAN PARKIR 132.460,409.681,00] 126321935.323,00] 141, 7 178.152.945.139,00
2 [URUSAN PEMERINTAHAN 132,460,409 681, 126321 141.224.349 582, 7 mimmﬂ
AJIB YANG TIDAK BERKAITAN
IDENGAN PELAYANAN DASAR
215 [URUSAN PEMERINTAHAN 133,460,403 631, 126321 141.224.349. 582, 7.763.939.901,00 mm.umm
[BIDANG PERHUBUNGAN
2 |a1s02 PENYEL sarana 7% % T2803.996.710,00{  69.206.445.884,00| B7.987.776.856,00,  34.514.530.709,00} 107.618.527.419,00¢
ILALU LINTAS DAN 03 d:
JALAN (LLAJ) |yang tersedia
Parsentase peningicat jumiah 12% 2%
penumpang transportasi darat
'yang dilayani oleh Dinas
Perhubungan
((Trans Batam)
| Persentase anghkutan barang dan 8% 8%
angkutan penumpang umum yang
lulus uji KIR
Persentase Peninglatan Retribusi 5% 5%
[Pelayanan Parkir Tepl Jalan Umum
21502200 i Tik Parkir yany yang 25 lokasi 100 80% 10 10 1. 1.646.278.500.00) 2 18.000.000.000, 00} DINAS
|Pembangunan Fasilitas Parkir {akalala / Persantase Kendaraan PERHUBUNGAN
Wit Uji yang Ludus Uji infrasyuidur dan sarana prassrans
| meningkatkan desar, infrastruktur,
lapagen kerjayang | ullits dan
dasar
merata,
dan
industi kreatif serta | berketanjuan
z cepel
industri
meldui poran aktf | cesar, infrastruktur,
koperssi. utilitas dan
sksesibiaas
Infrastruir dasar
yang modern. merata,
berkualitas dan
berkelanasan

29 I Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Batam 2026




CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN MKIM:A""::::S‘C“A
URUSAN / BIDANG URUSAN / ITARGET AKHIR gt VRAKRAM i3
%o KOBE: FROGEAMTOUCOME] K;:?Toa PROGRAM { peRiopE | CAPAIAN | CAPAIAN TARGET TARGET 2028 PAGU NDIKATF (Rp) PRIORITAS KELOMPOK DAERAH
R TSR AAN AN/SUBKEGATAN | ot i | RENJAOPD  RENJA OPD TAHUN PAGUINDKATIE | PENANGGUNG
TAHUN 2024 2025 RKPD PERUBAHAN Berku LOKASI | SUMBER DANA TARGET JAWAB
£ rang (Rp)
SEBELUM SESUDAH RKPD 2026 APBD 2026 20 NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 B 7 8 9 0 11 12 13=10-12 “ 15 1% 17 18 19 2 21
2.15.022.04.0002 Ll asilitas Parkic
{Jurniah Laporan Koovdines! dan 12Laporan 12 Leporan 10.966.010.500,00 10.146&).8‘0,(5' T1B12289000,00]  1.646.278.500 00| Kcla Batam, PENDAPATAN  [Melanjutkan 2 Memparcepet mmunmzﬁ DINAS
Sinkronisasi Pangawasan (Semua ASLIDAERAH PERHUBUNGAN
| Pelavsaraan (zin Payedenggarsan [Kecamatan, {PAD) dan
|dn Terbangunnya Fasilitas Parklr Semua Imeningkalkan casar, infeastruklur,
| Kewenangan KabupstenKofa (KelDesa Papangan kedayang | ulililas dan
dasar
[xewirausahaan, yang modern, merata,
imengembengkan |2 Mempercepat
|senira produksi sarana prasarena
Imelalui peranakdf | dasar, infrastrukiur,
koparasi. utilitas dan
eksesiblitas
infrastrucur dasar
yang modern, merata,
berkuaitas dan
berkefanjusn
JUMLAH 123460400.681,00] 1263219053230 141.224340562,00(  -7.763939.901,00
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BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota

Batam Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang
disusun sebagai penyesuaian terhadap dinamika penyelenggaraan
pemerintahan daerah, hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai
dengan Triwulan II Tahun 2026, serta perubahan kebijakan
pembangunan daerah yang tertuang dalam Perubahan RKPD Kota
Batam Tahun 2026. Penyusunan dokumen ini juga menjadi bagian
dari implementasi Renstra Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun
2025-2029 dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, tujuan,
dan sasaran pembangunan daerah di bidang perhubungan.
Hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun
2026 menunjukkan bahwa penyelenggaraan program dan kegiatan
pada Dinas Perhubungan secara umum telah berjalan sesuai dengan
tahapan yang direncanakan. Rasio Konektivitas Laut telah tercapai
100% sesuai target, sedangkan Rasio Konektivitas Darat (99,01% dari
target) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (98,99% dari target) sudah
hampir mencapai target namun masih memerlukan penguatan,
masing-masing melalui optimalisasi jaringan angkutan darat dan
peningkatan kualitas pelayanan publik. Penyerapan anggaran sampai
dengan Triwulan II 2026 masih didominasi oleh belanja operasional,
sementara pelaksanaan kegiatan fisik diperkirakan akan meningkat
pada triwulan berikutnya seiring selesainya proses pengadaan dan
pelaksanaan kontrak.

Sejalan dengan hasil evaluasi tersebut, dilakukan penyesuaian
terhadap program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, dan pagu
anggaran agar pelaksanaan pembangunan bidang perhubungan tetap
efektif, efisien, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta
perkembangan kondisi daerah. Penyesuaian tersebut diharapkan
dapat meningkatkan kualitas pelayanan transportasi, keselamatan
lalu lintas, konektivitas wilayah, serta mendukung pertumbuhan

ekonomi dan investasi di Kota Batam.
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4.1. Catatan Penting

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota
Batam Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang
disusun sebagai penyesuaian terhadap dinamika penyelenggaraan
pemerintahan daerah, hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai
dengan Triwulan II Tahun 2026, serta perubahan kebijakan
pembangunan daerah yang tertuang dalam Perubahan RKPD Kota
Batam Tahun 2026. Penyusunan dokumen ini juga menjadi bagian
dari implementasi Renstra Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun
2025-2029 dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan
sasaran pembangunan daerah di bidang perhubungan.

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II
Tahun 2026 menunjukkan bahwa penyelenggaraan program, kegiatan,
dan subkegiatan Dinas Perhubungan Kota Batam secara umum telah
berjalan sesuai dengan tahapan yang direncanakan. Capaian kinerja
pada beberapa indikator menunjukkan hasil yang baik dan mendekati
target yang telah ditetapkan. Namun demikian, masih terdapat
indikator dan aspek pelayanan yang memerlukan peningkatan,
khususnya dalam penguatan konektivitas transportasi laut,
peningkatan kualitas pelayanan transportasi, keselamatan lalu lintas
dan angkutan jalan, serta pemenuhan sarana dan prasarana
transportasi di wilayah yang masih membutuhkan dukungan
pelayanan.

Pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 2026 juga perlu
memperhatikan  hasil evaluasi penyerapan anggaran dan
perkembangan pelaksanaan kegiatan. Kegiatan operasional dan
kegiatan yang bersifat berkelanjutan telah berjalan, sedangkan
beberapa kegiatan pengadaan dan pembangunan fisik masih berada
pada tahapan persiapan dan pelaksanaan sesuai proses pengadaan
dan kontraktual. Oleh karena itu, percepatan pelaksanaan kegiatan
pada semester berikutnya perlu dilakukan secara terukur dengan
tetap memperhatikan kualitas pekerjaan, ketepatan waktu, ketepatan
sasaran, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyesuaian program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja,

dan pagu anggaran dalam Perubahan Renja dilakukan untuk
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memastikan agar sumber daya yang tersedia dapat diarahkan pada
prioritas pembangunan yang memiliki daya ungkit terhadap
peningkatan pelayanan transportasi. Dengan demikian, pelaksanaan
pembangunan bidang perhubungan diharapkan dapat berjalan secara
efektif, efisien, adaptif, akuntabel, dan berorientasi pada hasil,
sekaligus mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan
perkembangan Kota Batam.

Dalam pelaksanaannya, Dinas Perhubungan perlu terus
memperkuat koordinasi dan sinergi dengan perangkat daerah terkait,
instansi vertikal, Badan Pengusahaan Batam, aparat penegak hukum,
operator transportasi, serta pemangku kepentingan lainnya. Sinergi
tersebut diperlukan untuk mendukung peningkatan konektivitas,
keselamatan dan ketertiban lalu lintas, kualitas pelayanan angkutan
umum, pelayanan transportasi laut, serta penyediaan dan

pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi di Kota Batam.

4.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan bidang
perhubungan selama Tahun Anggaran 2026, Perubahan Renja Dinas
Perhubungan Kota Batam dilaksanakan dengan memperhatikan
kaidah-kaidah sebagai berikut:

e Perubahan Renja menjadi pedoman dalam penyusunan
Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta pelaksanaan program,
kegiatan, dan subkegiatan Dinas Perhubungan Kota Batam
Tahun Anggaran 2026.

e Seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan dilaksanakan
sesuai target kinerja, indikator, serta pagu anggaran yang
ditetapkan dalam  Perubahan Renja, dengan tetap
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

e Setiap unit kerja bertanggung jawab atas pencapaian target
kinerja sesuai tugas dan fungsi masing-masing, melalui
pelaksanaan program dan kegiatan yang efektif, efisien, tepat

waktu, dan akuntabel.
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e Pelaksanaan Perubahan Renja dilakukan secara terintegrasi dan
sinergi melalui penguatan koordinasi, sinkronisasi, dan
kolaborasi antarbidang di lingkungan Dinas Perhubungan serta
dengan perangkat daerah, instansi vertikal, dan pemangku
kepentingan lainnya guna mendukung tercapainya sasaran
pembangunan daerah.

e DMonitoring, pengendalian, dan evaluasi dilaksanakan secara
berkala untuk mengidentifikasi permasalahan dan hambatan
pelaksanaan, mengukur pencapaian target kinerja,
mengevaluasi  efektivitas pemanfaatan anggaran, serta
merumuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.

e Pelaksanaan kegiatan diarahkan pada pencapaian keluaran dan
hasil yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,
khususnya dalam peningkatan kualitas pelayanan tarnsportasi,
keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, konektivitas
antarwilayah, serta peningkatan pelayanan transportasi laut

dan angkutan umum.

4.3. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut atas Perubahan Renja Tahun 2026, Dinas
Perhubungan Kota Batam akan melaksanakan percepatan
pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan sesuai jadwal yang
telah ditetapkan, dengan tetap memperhatikan kualitas pelaksanaan,
ketepatan sasaran, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pengendalian dan evaluasi akan dilaksanakan secara berkala
sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, hasil
monitoring dan evaluasi tersebut akan menjadi dasar penyusunan
laporan kinerja perangkat daerah serta bahan penyempurnaan
perencanaan pada periode berikutnya.

Selanjutnya, Dinas Perhubungan Kota Batam akan terus
melakukan upaya peningkatan kualitas pelayanan transportasi
melalui optimalisasi penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu

lintas, peningkatan keselamatan transportasi, pengembangan sarana
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dan prasarana perhubungan, penguatan konektivitas darat dan laut,
serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Apabila dalam pelaksanaannya terjadi perubahan kebijakan
nasional maupun daerah, dinamika kondisi keuangan daerah, atau
perkembangan lain yang memengaruhi pencapaian target
pembangunan, Perubahan Renja ini dapat disesuaikan sesuai
mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Dengan tersusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas
Perhubungan Kota Batam Tahun 2026, diharapkan seluruh jajaran
Dinas Perhubungan memiliki arah yang sama dalam melaksanakan
tugas dan fungsi organisasi, sehingga seluruh program dan kegiatan
dapat dilaksanakan secara optimal, terukur, dan akuntabel, guna
mewujudkan sistem transportasi yang aman, selamat, tertib, lancar,
dan terintegrasi, serta mendukung terwujudnya pembangunan Kota

Batam yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan.

WALI KOTA BATAM

AMSA HMAD
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WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM
NOMOR %13 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA BATAM
TAHUN 2027 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT

Menimbang

Mengingat

S

DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2026

WALI KOTA BATAM,

: a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja

Perangkat Daerah Kota Batam Tahun 2027 dan
Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Batam
Tahun 2026 serta efektivitas dalam pekerjaan, perlu
membentuk Tim Penyusun agar dalam proses
pelaksanaannya lebih terarah, terukur dan tepat waktu;

. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud huruf a dan Nota Dinas Kepala Badan
Perencanaan dan Pengembangan Daerah Nomor
B/127/000.7.2/X1/2025 tanggal 4 November 2025,
perlu menetapkan Tim Penyusun Rencana Kerja
Perangkat Daerah Kota Batam Tahun 2027 dan
Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Batam
Tahun 2026 dengan Keputusan Wali Kota;

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten
Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53
Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten
Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan
Hilir Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun Kabupaten
Natuna Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang. . .
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. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

. Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

8. Peraturan. . .




Menetapkan
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8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

10.

11.

12,

13.

Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3

Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun
2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Nomor 69);

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam
Tahun 2019 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2024
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kota Batam Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota
Batam Tahun 2024 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2025
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kota Batam Tahun 2025- 2029 (Lembaran
Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 136);

Peraturan Wali Kota Batam Nomor 206 Tahun 2024
tentang Pedoman Teknis Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kota
Batam tahun 2024 Nomor 1546);

MEMUTUSKAN:

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2027 DAN PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA BATAM
TAHUN 2026.

KESATU. . .



KESATU

KEDUA

KETIGA
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Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota
Batam Tahun 2027 dan Perubahan Rencana Kerja
Perangkat Daerah Kota Batam Tahun 2026,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran [ sampai
dengan Lampiran XLV Keputusan ini.

Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota
Batam Tahun 2027 dan Perubahan Rencana Kerja
Perangkat Daerah Kota Batam Tahun 2026 sebagaimana
dimaksud pada DIKTUM KESATU terdiri dari:

a. Ketua;
b. Sekretaris; dan

c. Anggota.

TIM sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA
memiliki tugas dan tanggung jawab:

a. Ketua

1. mengoordinasikan pekerjaan yang dilaksanakan
oleh Tim Penyusunan Rencana Perangkat Daerah
Tahun 2026 dan Tahun 2027; dan

2. mengoreksi dan menyampaikan laporan hasil
pekerjaan Tim Penyusun.

b. Sekretaris

1. mempersiapkan bahan penyusunan rencana
kerja;

2. melaksanakan kegiatan ketatausahaan Tim
Penyusun; dan

3. menerima, mengumpulkan dan menindaklanjuti
laporan hasil kegiatan sebagai bahan penyusunan
rencana kerja.

c. Anggota

1. mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana
Kerja Tahun 2025;

2. melakukan analisis Kkinerja pelayanan di
Perangkat Daerah,;

3. melakukan telaahan terhadap isu-isu penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi di Perangkat
Daerah;

4. melakukan telaahan terhadap Rancangan Awal
RKPD Tahun 2027,

5. merumuskan tujuan, sasaran, dan program
kegiatan serta sub kegiatan;

6. merumuskan. . .




KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

.

6. merumuskan kegiatan prioritas; dan
7. mengikuti pembahasan dengan kemitraan (TAPD
Perencanaan dan Penganggaran) terkait

kesesuaian rancangan dengan  dokumen
perencanaan daerah.

Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU
memiliki uraian tugas:

1.

2.

menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat
Daerah Kota Batam Tahun 2027;

menyempurnakan Rancangan Awal Rencana Kerja
Perangkat Daerah Kota Batam Tahun 2027;

menghadiri forum Perangkat Daerah;

menyusun Rancangan Rencana Kerja Perangkat
Daerah Kota Batam Tahun 2027;

menyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja
Perangkat Daerah Kota Batam Tahun 2027;

menyusun Rancangan Perubahan Rencana Kerja
Perangkat Daerah Kota Batam Tahun 2026;

. menyusun Rancangan Akhir Perubahan Rencana

Kerja Perangkat Daerah Kota Batam Tahun 2026; dan

melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Wali
Kota.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal (9 Noveber 2005

WALI KOTA BATAM,




LAMPIRAN XXIV : KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM
NOMOR : 513 TAHUN 2025
TENTANG : TIM PENYUSUN RENCANA KERJA

PERANGKAT DAERAH KOTA
BATAM TAHUN 2027 DAN
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH KOTA
BATAM TAHUN 2026

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA TAHUN 2027 DAN
PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2026 DINAS PERHUBUNGAN

KOTA BATAM

NO.

JABATAN DALAM
TIM

JABATAN DALAM DINAS ]

Ketua

Kepala Dinas

Sekretaris

Sekretaris Dinas

Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi

Kelompok Kerja

Kepala Bidang Lalu Lintas

Kepala Bidang Prasarana Perhubungan

Kepala Bidang Angkutan Jalan

Kepala Bidang Laut

KA. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelayanan
Parkir

KA. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelayanan
Jasa Transportasi

Anggota

Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Kepala Seksi Keselamatan Lalu Lintas

Analisis Kebijakan Ahli Muda

Kepala Seksi Prasarana Jalan

Kepala Seksi Prasarana Perlengkapan Jalan

Analisis Kebijakan Ahli Muda

Kepala Seksi Angkutan Barang

Kepala Seksi Angkutan Orang

Analis Kebijakan Ahli Muda

Kepala Seksi Penunjang Keselamatan Pelayaran




No.

JABATAN DALAM
TIM

JABATAN DALAM DINAS

Kepala Seksi Kepelabuhanan

Analis Kebjjakan Ahli Muda

KA. TU Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)
Pelayanan Parkir

KA. TU Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)
Pelayanan Jasa Transportasi




